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BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR  6  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 64 TAHUN 2019 

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL 

BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  BLORA, 

 

Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat 

dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, 

transparan dan bertanggung jawab, maka ketentuan 

dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 

2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Tidak Tetap perlu diubah dan disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2019 tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil 

Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Tidak Tetap; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 



                                                                                  3 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2); 

10. Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2019 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, 

Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2019 Nomor 65); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS 

DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 

PEGAWAI TIDAK TETAP. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2019 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri 

Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 

Nomor 65) diubah sebagai berikut: 

1.  Ketentuan ayat (2) huruf d dan huruf e Pasal 6 diubah, sehingga 

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 Pasal 6 

(1) Perjalanan dinas oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah 

atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.  

(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

oleh:  

a.  Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati 

dan Wakil Bupati;  

b.  Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh 

Wakil Bupati;  

c.  Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan 

oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; 
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d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan 

oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli 

Bupati, Kepala SKPD, dan kepala bagian; 

e.  Asisten Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang 

dilakukan oleh kepala subbagian dan pegawai di lingkungan 

Sekretariat Daerah sesuai bidang tugas  Asisten Sekretaris 

Daerah yang bersangkutan; 

f. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh 

pejabat dan pegawai di lingkungan SKPD yang 

bersangkutan; 

g.  kepala unit pelaksana teknis Daerah  untuk perjalanan 

dinas yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan unit kerja 

berkenaan. 

(3) Kewenangan penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk 

berdasarkan alasan yang jelas. 

(4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 

a. pemberi tugas; 

b. pelaksana tugas; 

c. waktu pelaksanaan tugas; dan 

d. tempat pelaksanaan tugas. 

2.  Ketentuan huruf C dalam Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

    Ditetapkan di  Blora 

 pada tanggal 30 Januari 2020 

BUPATI  BLORA, 
Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 
Diundangkan di Blora 

pada tanggal 30 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd.  

KOMANG GEDE IRAWADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 6 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 
BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. 

NIP. 19760905 199903 2 004 
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LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR   6  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

BLORA NOMOR 64 TAHUN 2020 

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM 

NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI 

TIDAK TETAP 

 

TEKNIS PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

A. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS 

JENIS PERJALANAN DINAS 
JABATAN 

UANG 
HARIAN 

BIAYA 
PENGINAPAN 

BIAYA 

TRANSPOR 
PEGAWAI 

JUMLAH HARI 

YANG 
DIBAYARKAN 

BIAYA PEMETIAN 

DAN ANGKUTAN 
JENAZAH 

a.  Perjalanan Dinas Jabatan 

dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan fungsi yang melekat 
pada jabatan  

√ √ √ 
Sesuai 

penugasan 
- 

b.  Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk mengikuti rapat, 

seminar dan sejenisnya.  

√ 1) √ 1) √ 1) 
Sesuai 

penugasan 
- 

c.  Perjalanan Dinas Jabatan 

untuk menempuh ujian 
dinas/ujian jabatan.  

√ √ √ 2 (dua) hari - 

d.  Perjalanan Dinas Jabatan 

untuk menghadap Majelis 
Penguji Kesehatan Pegawai 
Negeri atau menghadap 
seorang dokter penguji 

kesehatan yang ditunjuk, 
untuk mendapatkan surat 
keterangan dokter tentang 
kesehatannya guna 

kepentingan jabatan.  

√ √ √ 
Sesuai 

penugasan 
- 

e.  Perjalanan Dinas Jabatan 

untuk memperoleh pengobatan 
berdasarkan surat keterangan 

dokter karena mendapat 
cedera pada waktu/karena 
melakukan tugas.  

√ √ √ 
Sesuai 

penugasan 
- 

f.  Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk mendapatkan 

pengobatan berdasarkan 
keputusan Majelis Penguji 
Kesehatan Pegawai Negeri.  

√ √ √ 
Sesuai 

penugasan 
- 

g.  Perjalanan Dinas Jabatan 

untuk mengikuti pendidikan 
setara Diploma/S1/S2/S3.  

√ √ √ 
Maksimal 2 

(dua) hari 
- 

h.  Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk mengikuti pendidikan 
dan pelatihan.  

√2)  √ 3) √ 
Sesuai 

penugasan 
- 
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JENIS PERJALANAN DINAS 

JABATAN 

UANG 

HARIAN 

BIAYA 

PENGINAPAN 

BIAYA 

TRANSPOR 
PEGAWAI 

JUMLAH HARI 

YANG 
DIBAYARKAN 

BIAYA PEMETIAN 

DAN ANGKUTAN 
JENAZAH 

i. Perjalanan Dinas Jabatan 
untuk menjemput/ 
mengantarkan ke tempat 

pemakaman jenazah pejabat 
negara/pegawai negeri yang 
meninggal dunia dalam 
melakukan perjalanan dinas. 

√ √ √ 
Maksimal 3 

(tiga) hari 
 

 

KETERANGAN: 

1.  √ 1)  :  Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, 

seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri. 

2.  √ 2)  : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama 

mengikuti kegiatan. 

3.  √ 3)  : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) 

hari pada saat kepulangan. 

4.  Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i: uang harian, biaya transpor 
pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) 

orang. 

 
B. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI 

KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA 

 

KOMPONEN BIAYA 
PERJALANAN DINAS 

HONORARIUM 
RAPAT 

UANG 
HARIAN 

UANG 
TRANSPOR  

BIAYA 
PENGINAPAN 

I. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  

 1. Peserta - √ √ 1) √ 

 2. Panitia/Moderator - - - - 

 3. Narasumber - - √ 1) √ 

II. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  

 1. Peserta  √ 2) - √ 3) . 

 2. Panitia/Moderator  - - - - 

 3. Narasumber  - - √ 3) - 

KETERANGAN: 

1.  

 

√1)  :  Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, 

seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor 

kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.  

2.  √2)  :  Honorarium Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai 
ketentuan yang diatur dalam standar biaya.  

3.  √3)  :  Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak 

diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan 
dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya.  

5. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, 

disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada 
Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. 
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C. KETENTUAN JUMLAH MAKSIMAL PELAKSANA PERJALANAN DINAS  

 

NO. 
JENIS 

KEGIATAN 

JUMLAH  MAKSIMAL PELAKSANA  
 PERJALANAN DINAS  

KETERANGAN 

ESELON II 
ESELON III 
ATAU YG 
SETARA 

ESELON IV  STAF 

1.  
Konsultasi/ 
koordinasi 

5 orang 
(termasuk 
pengikut/ 

sopir) 

4 orang 
(termasuk 
pengikut/ 

sopir) 

3 orang 
(termasuk 
pengikut/ 

sopir) 

2 orang 

 

2.  

Pengiriman 
berkas/ 
dokumen ke 
luar Daerah 

 

 2orang 
(termasuk 
pengikut/ 

sopir) 

 

1 org 

 

3.  Undangan 

Sesuai 
undangan+ 1 
pendamping 

+ sopir 

Sesuai 
undangan 

+ sopir 

Sesuai 
undangan 

+ sopir 

Sesuai 
undangan  

Dapat ditambah 
dengan persetujuan 

PA 

4.  
Monitoring/ 
evaluasi 

Unsur keanggotaan Tim/Panitia (dibentuk dengan SK 
Bupati/Pejabat yang berwenang) maksimal 3 org  + 

sopir 

Dapat ditambah 
dengan persetujuan 

PA 

5.  
Studi 
Komparasi 

Sesuai kebutuhan + sopir  

6.  Kunker Sesuai kebutuhan + sopir  

7.  Survei Maksimal 3 org (PPKom+PPTK+ sopir  

8.  
Liputan dalam 
daerah 

3 org  
Dapat ditambah 

dengan persetujuan 
PA 

9.  
Liputan di luar 

daerah 
3 org 

Dapat ditambah 

dengan persetujuan 
PA 

10.  
Servis 
Kendaraan 

 
  1 org + 

sopir 
 

11.  
Penagihan 
Pajak/Retribusi  
di luar kota 

2 org + sopir  

12.  Validasi 
Unsur keanggotaan Tim (dibentuk SK Bupati/Pejabat 

yang berwenang)  3 org + sopir 

Dapat ditambah 
dengan persetujuan 

PA 

 

 

BUPATI  BLORA, 
 

Cap Ttd. 
 

DJOKO NUGROHO 

 


